
 

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 

DI DLH KABUPATEN KULON PROGO 

 
NO 

 
KONTEN 
INFORMASI 

 
DASAR HUKUM 

BATAS WAKTU 
PENGECUALIAN 

KONSEKUENSI 

APABILA DIBUKA APABILA DITUTUP 

BIDANG KEARSIPAN 

 
1 

 

Peta Lokasi 

Penyimpanan 

Arsip Pegawai 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 

17 huruf h ; 

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

Pasal 66 ayat 3 huruf d ; 

 
Selama masih berlaku 

 

Mengungkap memorandum 

atau surat menyurat yang 

menurut sifatnya dirahasikan 

 

Kerahasiaan 

lokasi terjaga 

 

2 

 

Arsip aktif dan inaktif 

yang berisikan 

Dokumen Keuangan 

 

- SPJ berikut lampirannya 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 

17 huruf h ; 

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

Pasal 44 ayat 1 dan 2 ; 

 

Selama masih berlaku 

 

Menghambat proses 

penegakan hukum 

 

Menyediakan 

data lengkap 

yang dilindungi 

 

3 

 

Disposisi Surat Pimpinan 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 

17 huruf h ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama belum ada tindak lanjut 

dari SKPD pengelola surat 

 

Dapat menghambat 

proses penyusunan 

kebijakan 

 

Mengamankan 

proses penyusunan 

kebijakan 



BIDANG KEPEGAWAIAN 

 

1 

 

Rincian Hasil Uji 

Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 

17 huruf h ; 

 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan 

 

Mengungkap rahasia pribadi 

seorang Pegawai Negeri Sipil 

 

Melindungi rahasia 

pribadi seorang 

Pegawai Negeri 

Sipil 

 

2 
 

Hasil Evaluasi 

Tenaga Pengajar 

dan Peserta Diklat 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari tenaga 

pengajar 

yang dievaluasi 

 

Mengungkap rahasia 

pribadi seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

3 
 

Data Hasil 

Check Up 

Perorangan 

PNS/Pejabat 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari Pegawai 

Negeri Sipil/Pejabat yang 

bersangkutan 

 

Mengungkap rahasia 

pribadi seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

4 
 

Data Hasil 

Evaluasi 

Kinerja 

PNS/Pejab

at 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari Pegawai 

Negeri Sipil/Pejabat yang 

bersangkutan 

 

Mengungkap rahasia 

pribadi seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

5 
 

Data Hasil Tes 

Potensi/Kompeten

si PNS/Pejabat 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari Pegawai 

Negeri Sipil/Pejabat yang 

bersangkutan 

 

Mengungkap rahasia 

pribadi seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang Pegawai 

Negeri Sipil 



 

6 
 

Identitas PNS yang 

diduga Melanggar 

Disiplin 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

 

Sampai ada 

Keputusan tetap 

 

- Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum 

- Mengungkap rahasia 

pribadi seorang 

Pegawai Negeri Sipil 

- Memperlancar 

proses 

penegakan 

hukum 

- Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang 

Pegawai 

Negeri 

Sipil 
 

7 
 

Data Pegawai 

Rinci yang Memuat 

Nomor 

Kependudukan 

 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

 

Sampai ada persetujuan 

tertulis dari Pegawai 

Negeri Sipil/Pejabat yang 

bersangkutan 

 

Mengungkap rahasia 

pribadi seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

 

Melindungi 

rahasia pribadi 

seorang Pegawai 

Negeri Sipil 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

1 Data Hasil 

Laboratorium 

Terkait Pengujian 

Sampel 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

Sampai ada persetujuan 
tertulis dari Kepala Dinas 

Mengungkap kualitas 

lingkungan suatu tempat 

Menghindari 

berkembangnya 

konflik  di 

masyarakat 

sekitar. 

2 Data Hasil 

Pengawasan 

Terhadap Pelaku 

Usaha/Kegiatan 

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 

Pasal 17 huruf h ; 

Sampai ada persetujuan 
tertulis dari Kepala Dinas 

Mengungkap informasi 

pribadi pelaku 

usaha/kegiatan 

Menghindari 

berkembangnya 

konflik  di 

masyarakat 

sekitar. 

 



 
 

 


